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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan di Indonesia mencakup aspek materil dan aspek spirituil pada kehidupan masyarakat. Pembangunan tersebut mencakup bidang karya cipta dan rasa. Dalam kehidupan manusia selalu menginginkan hal yang paling baik terutama dalam hal materi. Manusia bekerja untuk mengejar materi, akan tetapi tidak sedikit yang mengambil jalan pintas dengan cara yang dapat merugikan pihak lain. Atas dasar itulah lahir aturan-aturan, perintah-perintah dan larangan-larangan  yang membatasi perilaku manusia dan demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan, aturan dan larangan tersebut lebih dikenal dengan nama hukum. Untuk masyarakat yang sedang membangun, seperti halnya Indonesia, hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari pada yang telah dicapai sebelumnya.
 Hukum merupakan salah satu sarana untuk menjaga keserasian dan keutuhan masyarakat serta pembaharu masyarakat yang didasarkan pada moral dan agama. Karena, fungsi hukum yaitu sebagai sarana pengendali sosial dan hukum merupakan alat penting untuk mencapai suatu tujuan guna membantu usaha-usaha dalam pembangunan. Selain itu fungsi hukum adalah melakukan upaya untuk menggerakan masyarakat agar berperilaku sesuai dengan cara-cara baru sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan juga mengarahkan masyarakat pada pola-pola baru yang berarti mengubah atau bahkan menghapus kebisaaan-kebisaaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Pasal 2 Bab IV perihal Pembangunan Hukum, dinyatakan bahwa:

“Pembangunan dibidang hukum dalam Negara Indonesia adalah berdasarkan atas kesadaran dan kepatuhan hukum baik bagi masyarakat ataupun penyelenggara Negara secara keseluruhan untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah. Dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.”( UU No. 25 Tahun 2000, Pasal 2 Bab IV)
Selain itu juga dalam proses pembangunan hukum diperlukan suatu cara atau jalan seperti yang telah diungkapkan oleh  Soejono Soekanto bahwa: 

“Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan yaitu; peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.”(Soekanto, 1983:10)
Pernyataan di atas jelas, bahwa suatu pembangunan hukum pada hakekatnya  mencakup pembinaan hukum serta pembaharuan hukum dengan usaha meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu maka pembangunan dibidang hukum harus diarahkan kepada peningkatan, penyempurnaan dan pembinaan hukum nasional antara lain dengan mengadakan pembaharuan, kodifikasi, dan unifikasi hukum pada bidang-bidang tertentu, dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.

Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga Negara, sebagai usaha pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, berdasarkan kemajuan nasional yang berpusat pada perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Oleh karena itu, masalah kesadaran hukum masyarakat bila dikaitkan dengan pembangunan nasional harus dilihat dari dua sisi subjek dan objek. Subjek dari pada kesadaran itu merupakan indikator yang dapat mendukung dan mempercepat pembangunan secara keseluruhan. Sedangkan objeknya yaitu sesuatu yang perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan dan dikembangkan. 

Terdapat juga di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan tegas tersebut seringkali dikemukakan oleh berbagai kalangan, akan tetapi usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum itu tidak hanya dengan suatu pernyataan saja, tetapi harus ada suatu usaha agar hukum itu dapat diketahui dan dimengerti, sehingga hukum bisa ditaati dan dihargai. Setelah masyarakat menanamkan sikap-sikap tersebut di dalam diri mereka, maka rasa memiliki terhadap hukum akan menjiwai sikap dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan. Seperti yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto (1983:122), berikut ini:

“Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah dari pada apabila mereka memahaminya, seterusnya”( Soekanto, 1983:122)

Sesuai dengan pendapat diatas, mengemukakan bahwa: “Masyarakat dalam arti derajat kepatuhan hukum warga masyarakat ditentukan oleh faktor pengetahuan, mengerti, menghayati, dan mentaati (secara ikhlas dan rela)” (Salman, 1984:17)
Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa hukum pada hakikatnya merupakan suatu pesan yang harus disampaikan agar warga masyarakat dan pimpinannya menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana kewajiban, sehingga mereka sadar hukum dan berbuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu untuk mewujudkan suatu negara yang berbudaya hukum, maksudnya suatu negara yang masyarakatnya sadar akan keberadaan hukum dan sanggup mentaati hukum diperlukan suatu pembinaan hukum seperti penanaman sikap yang bertanggungjawab terhadap hukum baik bagi penyelenggaranya maupun bagi masyarakatnya sebagai usaha penyempurnaan hukum dan usaha penegakan hukum agar dihormati, ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.  

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, karena tanah merupakan faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat, oleh karena itu kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh segala sesuatu yang mendukung mereka untuk hidup di atas tanah. Manusiapun berani mengorbankan segalanya untuk melindungi dan mendapatkan tanah tersebut. Maka tidak jarang dan tidak sedikit persoalan timbul dari tanah. Bentrokan yang terjadi antar tetangga yang memperebutkan sepetak tanah, aparat dengan masyarakat yang meributkan penggusuran, bahkan sering terjadi satu Negara menyerang Negara lain karena tergiur dengan kesuburan dan keindahan tanahnya, dan banyak lagi masalah-masalah yang timbul dari tanah.
Pasal 16 Undang –Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, memutuskan pemberian hak milik atau keputusan penolakan hak atas tanah atau hak pengelolaan, yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Tanah atau Petugas yang di tunjuk. Siapa saja yang menguasai, memiliki, serta peruntukan penggunaan tanahnya mempunyai kriteria-kriteria yang berbeda. Tanah hak milik ataupun tanah hak-hak lainnya harus didaftarkan di kantor-kantor pertanahan yang disebut Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Adapun bukti bahwa tanah hak milik ataupun tanah hak-hak lainnya yang telah terdaftar adalah dengan adanya sertifikat tanah, yang sekaligus menjadi bukti penguasaan kepemilikan/pemegang atas tanah tersebut.

Negara memandang masalah tanah sebagai suatu hal yang penting, hal ini secara konstitusional diatur dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”(UUD 1945, pasal 33 ayat (3)
Aturan tersebut dijabarkan lebih lanjut secara operasional dalam:

1. UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, 

3. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional,

4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah,

5.  Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan,

6. Permeneg Agraria/KA BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

8. Keputusan Bersama Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 422 tahun 2004 dan 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakap, 

9. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan No.2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertifikatan Tanah dan Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Nasional, 

10. Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI dengan Badan Pertanahan Nasional Nomor: KEP-427/A/J.A/2004 dan I/SKB/BPN/2004 tentang Penanganan Masalah Pertanahan, 

11. Instruksi Kepala Badan Pemerintahan Nasional No. 1 Tahun 2003 tentang Jangka Waktu Proses Permohonan Hak Atas Tanah pada Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional, 

12. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 110-10 tanggal 23 Januari 2003 tentang Pelayanan Pemeriksaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, 

13. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 600-1900 Tanggal 31 juli 2003 tentang Pengenaan Tarif Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah dan Informasi Pertanahan.

UUPA memberikan dasar-dasar paling penting dalam bidang agraria dan diharapkan Undang-undang tersebut memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi perseorangan maupun bagi masyarakat dalam memanfaatkan tanah. Secara jelas tujuan dari UUPA Agraria No. 5 Tahun 1960 yaitu:

(a) Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasinal, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur,

(b) Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan,

(c) Meletakan dasar-dasar untuk memberikan hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
(UUPA Agraria No. 5 Tahun 1960)

Tujuan dari pendaftaran tanah ini secara jelas dijabarkan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA yaitu “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Sebagai penegasan UUPA pasal 19 ini dikeluarkan PP No. 24 tahun 1997 pasal 3, berkenaan dengan tujuan pemerintah dalam pendaftaran tanah, diantaranya yaitu:

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindunagan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan,

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar,

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

(Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 3)
Pengetahuan mengenai cara dan proses pendaftaran tanah atau umumnya memperoleh sertifikat dan cara BPN memproses permohonan sertifikat tanah tergolong bukan pengetahuan umum. Sangat banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak mengetahui bagaimana cara memperoleh hak milik atas tanah. 

Masyarakat desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang hanya sebagian kecil yang memiliki Akta tanah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang diperoleh Penulis dari pemerintah desa setempat bahwa di RW 09 desa Sukajaya jumlah penduduknya yaitu 461 dan dibagi menjadi 124 kepala keluarga (KK). Diperoleh data dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang bahwa di RW 09 desa Sukajaya hanya terdapat 63 sertifikat yang dimiliki oleh 51 kepala keluarga Adapun alasan yang Penulis dapatkan dari masyarakat yang belum mendaftarkan hak milik atas tanahnya karena mereka merasa bahwa tanah yang mereka miliki sudah turun-temurun diwariskan dari nenek moyang mereka. Adapula masyarakat yang belum mendaftarkan hak milik atas tanahnya karena proses pembuatan sertifikat tanah dianggap terlalu rumit dan memakan biaya.
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul KKL “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA SUKAJAYA TENTANG KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH (Suatu Studi pada Kantor Pertanahan di Kabupaten SumedangTahun 2008). 

1.2 
Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kondisi kesadaran hukum masyarakat Desa Sukajaya terhadap kepemilikan sertifikat tanah?
2. Bagaimana prosedur memperoleh hak milik atas tanah melalui sertifikasi tanah pada masyarakat Desa Sukajaya?
3. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sukajaya dalam sertifikasi hak milik atas tanah? 

1.3   Maksud dan Tujuan Laporan KKL
Maksud dari Penelitian ini adalah untuk mengetahua dan menggambarkan Kesadaran Hukum masyarakat Desa Sukajaya tentang kepemilikan sertifikat Tanah sehingga dapat di peroleh gambaran tentang kesadaran hukum masyarakat tentang kepemilikan sertifikat tanah baik masyarakat maupun kota khususnya desa Sukajaya. Kondisi kesadaran hukum masyarakat Desa Sukajaya terhadap kepemilikan sertifikat tanah.
Adapun tujuan dari laporan KKL ini adalah:
1. Untuk mengetahui kondisi kesadaran hukum masyarakat Desa Sukajaya terhadap kepemilikan sertifikat tanah.

2. Untuk mengetahui prosedur memperoleh hak milik atas tanah melalui sertifikasi tanah pada masyarakat Desa Sukajaya.

3. Untuk mengetahui cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Sukajaya dalam sertifikasi hak milik atas tanah.
1.4 Kegunaan Penulisan
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

1. Bagi Penulis

 Penulisan ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Sukajaya tentang kepemlikan sertipikat tanah.
2. Secara teoritis
Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan,pengalaman,dan untuk mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari yang relevan dengan permasalahan dalam Kuliah kerja lapangan.
3. Secara praktis
Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya di Desa Sukajaya.
1.5    Kerangka Pemikiran
Suatu Penulisan diperlukan kejelasan pengertian untuk memudahkan dan menghindari perbedaan dalam hal memaknai konsep-konsep pokok, maka kiranya perlu adanya penjelasan istilah-istilah atau kata-kata yang dianggap perlu untuk menghindari kesalah tafsiran. 
Istilah-istilah atau kata-kata perlu penulis batasi sesuai dengan judul Penulisan ini adalah sebagai berikut: ”Menurut Soejono Soekanto Kesadaran hukum diartikan sebagai suatu Penulisan terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan”. (Soekanto, 1982:152). Kesadaran hukum merupakan penilaian seseorang terhadap hukum (hukum positif atau  hukum yang dicita-citakan), apakah hukum tersebut baik atau tidak baik, apakah hukum tersebut adil atau tidak adil. Yang dimaksud dengan  kesadaran hukum disini adalah kesadaran hukum  masyarakat Desa Sukajaya dalam kepemilikan akta tanah.
Sertifikat dalam bahasa resmi hukum-hukum keagrariaan ditulis Sertifikat yang dimaksud dengan sertifikat dalam Penulisan ini merupakan surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.
Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial. Hak atas tanah adalah hak memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah  itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. (Istiqamah, 1982:14)  

Asumsi dasar adalah suatu prinsip yang sudah dianggap benar tanpa harus dibuktikan kembali kebenarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat yaitu sebagai berikut: “Anggapan dasar adalah postulat yang menjadi segala tumpuan pandangan dan kegiatan-kegiatan terhadap masalah yang dihadapi, postulat ini yang jadi titik pangkal, titik mana lagi menjadi keraguan terhadap penyelidikan”. (Surakhmad, 1998:18)
Adapun yang menjadi asumsi didalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. kesadaran hukum merupakan faktor internal pada diri manusia, yang sangat berpengaruh terhadap kepetuhan/ketaatan hukumnya, yang cenderung diwujudkan dalam bentuk sikap atau perilakunya. (Lubis, 2003:39)

2. kesadaran hukum yang tinggi tidak selalu diikuti dengan ketaatan atau kepatuhan hukum yang tinggi pula, sedangkan ketaatan atau kepatuhan hukum yang tinggi mencerminkan kesadaran hukum tinggi. (Lubis 2003:39 )

3. menurut Langemeijer dalam mengemukakan bahwa “tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat, kecuali atas dasar kesadaran hukumnya”. (Soekanto, 1982:145
4. Sahnya hukum ditentukan oleh kesadaran dari kelompok sosial. Apa yang penting adalah kesungguhan daripada tekanan-tekanan sosial yang ada dibelakang peraturan-peraturan, halmana menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadapnya. (Soekanto, 1982:146)
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1.6 Metodologi Penulisan
1.6.1 Metode Penulisan
Metode Penulisan adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan Penulisan dengan menggunakan teknik dan alat tertentu (Lexy,1990:85). Dalam Penulisan ini penulis menggunakan metode Penulisan deskriptif. Metode ini ditujukan untuk mengetahui peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi dan berhubungan dengan kondisi masa sekarang, serta memusatkan diri pada pemecahan masalah yang actual. Hal ini senada dengan pendapat Sudjana dan Ibrahim (1989:64) yang mengemukakan metode deskriptif sebagai berikut:

“Penulisan deskriptif adalah Penulisan yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dengan perkataan lain Penulisan deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat Penulisan dilaksanakan”. ( Ibrahim, 1989:64)
Sedangkan pengertian metode deskriptif menurut Surakhmad (1998:90) adalah:

a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada data sekarang atau bersifat aktual (up to date).

b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan yang kemudian dianalisis (oleh karena itu metode ini sering disebut metode analitis).  

Adapun Penulisan deskriptif adalah untk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 1988:63)

Pendekatan yang digunakan dalam Penulisan ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur Penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Begitu pula yang dikemukakan oleh Moleong (2000:3) bahwa “ Penulisan kualitatif merupakan prosedur Penulisan yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam Penulisan ini penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik Penulisan yang dilaksanakan dengan mengadakan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Margono (2000:158), “ Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek Penulisan”. Observasi Penulisan ini antara lain mengamati tingkat kesadaran hukum serta kepemilikan sertfikat tanah di RW 09 desa Sukajaya 

b. Wawancara atau Interview
Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung antara Penulis dengan responden yang diarahkan pada masalah yang diteliti. Sedangkan menurut Chaplin adalah :
“Interview adalah percakapan dengan bertatap muka dengan tujuan memperoleh informasi factual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan atau terapeutis”. (Kartono 1996:187)

Wawancara ini Penulis mengambil 2 unsur atau elemen masyarakat untuk dijadikan responden yang berkaitan langsung dengan Penulisan ini yaitu unsur pemerintah setempat, dan unsur masyarakat itu sendiri sebagai warga atau subjek Penulisan.
c. Studi Litelatur maksudnya adalah membaca dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, guna memperoleh landasan teoritis sebagai bahan penunjang Penulisan.

d. Studi Dokumentasi

 Studi Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi/data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti berupa jumlah data dan unsur-unsur yang berhubungan dengan masyarakat. Adapun pendapat bahwa studi dokumentasi yaitu sumber data yang dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan bahan untuk meramal (Moleong, 2000:161)

1.6.3
Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan Penulisan ini adalah analisa deskriptif  kualitatif. Penulisan kualitatif menurut Bagong Suyanto dalam bukunya yang berjudul Metode Penulisan Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan dapat diartikan sebagai berikut:

“Penulisan kualitatif adalah strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana (setting) tanpa hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar (grounded) dalam data”. (Bagong Suyanto, 2005:183) 

Penulisan kualitatif ini merupakan penyelidikan dalam mendekati suatu suasana tanpa menggunakan hipotesis-hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, karena muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar dalam data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan ini ada tiga teknik, dikutip dari Sugiyono dengan bukunya Memahami Penulisan Kualitatif, ketiga teknik tersebut sebagai berikut:
1. Data Reduction (reduksi data), yaitu bagian dari proses analisia dengan bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat disimpulkan.

2 .
Data Display (penyajian data), yaitu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3 .
Conclusion Verification (penarikan kesimpulan), yaitu suatu kesimpulan yang diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih cepat. (Sugiyono,2007:92-99)

Dengan demikian kesimpulan dalam Penulisan kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam Penulisan kualitatif masih bersifat sementara dan akan terus berkembang. 
1.7  
Lokasi dan Jadwal KKL 
1.7.1 Lokasi KKL
Lokasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Jalan Pangeran Kornel No. 264 Kabupaten Sumedang.
1.7.2 Jadwal Penulisan KKL
Kuliah Kerja Lapangan ini dimulai dari usulan Penulisan sampai penulisan laporan KKL, yang terdiri dari:

1. Pengumuman dosen pembimbing KKL pada bulan April Tahun 2008

2. Pemilihan lokasi KKL pada bulan April-Mei Tahun 2008
3. Bimbingan UP laporan KKL pada bulan April-Juni Tahun 2008
4. UP disetujui oleh pembimbing KKL paling lambat bulan Juli Tahun 2008
5. Pelaksanaan KKL pada bulan Agustus Tahun 2008
6. Bimbingan laporan KKL dengan dosen pembimbing pada bulan September-November Tahun 2008
7. Pengumpulan laporan KKL pada bulan November Tahun 2008
Tabel 1.1

 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan KKL
	NO
	KEGIATAN
	Bulan April 2008
	Bulan Mei 2008
	Bulan Juni 2008
	Bulan Juli 2008
	Bulan Agustus 2008
	Bulan Sept-Nov 2008
	Bulan Nov 2008

	1
	Pengumuman Dosen Pembimbing KKL
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pemilihan lokasi KKL
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bimbingan UP Laporan KKL
	
	
	
	
	
	
	

	4
	UP disetujui oleh Pembimbing KKL (paling lambat)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Pelaksanaan KKL
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Bimbingan Laporan KKL 
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Pengumpulan Laporan KKL
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